
 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 10 TAHUN 2022  

TENTANG 

PENCABUTAN 9 (SEMBILAN) PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL 

MENGENAI INSTRUMEN AKREDITASI PERPUSTAKAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk menilai penerapan standar nasional 

perpustakaan, Perpustakaan Nasional melakukan 

akreditasi terhadap perpustakaan dengan 

menggunakan instrumen akreditasi perpustakaan; 

b. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan akreditasi 

perpustakaan yang bersifat dinamis, perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap komponen dan indikator 

penilaian dalam instrumen akreditasi perpustakaan 

yang digunakan; 

c. bahwa untuk lebih memudahkan dan mengakomodasi 

berbagai penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam 

huruf b, perlu dilakukan pencabutan terhadap 9 

(sembilan) Peraturan Perpustakaaan Nasional mengenai 

instrumen akreditasi perpustakaan dan selanjutnya 

instrumen akreditasi perpustakaan akan ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang 
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Pencabutan 9 (sembilan) Peraturan Perpustakaan 

Nasional mengenai Instrumen Akreditasi Perpustakaan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4774); 

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 

tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 

  3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan 

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 322); 

  4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan 

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 519); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG 

PENCABUTAN 9 (SEMBILAN) PERATURAN PERPUSTAKAAN 

NASIONAL MENGENAI INSTRUMEN AKREDITASI 

PERPUSTAKAAN. 

 

Pasal 1 

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor:  

a. 3 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi 
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Perpustakaan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 706); 

b. 4 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi 

Perpustakaan Provinsi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 707); 

c. 5 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi 

Perpustakaan Kecamatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 708); 

d. 6 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi 

Perpustakaan Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 709); 

e. 7 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi 

Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

710); 

f. 8 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi 

Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 711); 

g. 9 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi 

Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Sekolah 

Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 712); 

h. 10 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi 

Perpustakaan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 713); dan 

i. 11 Tahun 2018 tentang Instrumen Akreditasi 

Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 714), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Pada saat Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai 

berlaku: 

a. proses akreditasi perpustakaan yang sedang 

dilaksanakan, tetap menggunakan instrumen akreditasi 

yang diatur dalam Peraturan Perpustakaan Nasional 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai 

dengan huruf i sampai dengan selesainya proses 

akreditasi perpustakaan. 

b. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional mengenai 

penetapan instrumen akreditasi perpustakaan harus 

sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan sejak 

Peraturan Perpustakaan Nasional ini diundangkan. 

 

Pasal 3 

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 10 November 2022 

 

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

                         ttd 

 

   MUHAMMAD SYARIF BANDO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 22 November 2022 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

            ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1170  

 


